BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 425 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA APPIS
LAMALERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang . a  bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya
manusia demi kelancaran  penyelenggaraan  proscs
pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Swasta APPIS
Lamalera yang efektif, perlu memberikan [zin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama
Swasta APPIS Lamalera;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor
Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Lembata tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah
Menengah Pertama Swasta APPIS Lamalera Kecamatan
Wulandoni Kabupaten Lembata;

. 1.  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301); L,[ 1‘]
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4580);
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
nhun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6058);
Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6762);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
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9 Pemtuan. Mentert Tendidikan dan Kebudayanan Republik
Indonesia Nomor 3o Tahan 20 1 tentang Pedoman Pendiian,
eratahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dagar dan
Menetgah (Herita Negarm Republile Indonesin: Tahun 2014
Notnor o0/),
10, Memtumn Daemh Kabupaten Lembata: Nomor 12 Tahun
D01 tentane Penvelenggaman Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);
Mempethatkan 10 Akta Notars Lembaga Pembinaan Persckolahan Umiat Katolik
Pk Lamalera, Nomor 325, tangeal 22 Mei 19815
v Samt Hilah Nomor @ 100 Flotim/HIBA/Finag/70.-, tangeal
20 Maret 1970 tentang Pemberian Halke Milikg
A Sumt Nermohonan dart SMPS APPIS - Lamalera,  Nomor
OOL/MNI/SMEP/2023, tangeal 27 Maret 2023, perihal

Permohonan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 2

RESATU : Memberikan Lban Opermsional Penyelenggaman Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Swasta APPIS Lamalern Keeamatan Wulandoni
Kabupaten Lembata,

REDUA : lan Opemsional sebagaimana dimaksud - pada Diktum KESATU,
berlaku selama S (ima) tahun techitung sejak tanggeal 2 Juli 2023
sampal dengan tanggeal 2 Juli 2028 dan selanjutnya dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturman perundang-undangan
yvang berlaku,

KETIGA ¢ Pemyelengmm/Pengelolah sebagnimana dimaksud - pada Diktum

KRESATU, berkewanjiban:

a. menyelengamkan Program Pendidikkan . Sekolah Menengah
Pertama,  agar dapat - memenuhi - fungsi pendidikan dan
pembelajamn sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan:

b, menanti - ketentuan - pertumn - perundang - undangan yang,
berlaku,

¢ melaksanakan kurikulum yang berlaku secam Nasional untuk
mencapat tujuan pendidikan; dan

do menginm Lapomn penyelengpaman pendidikan sesuai ketentuan
dan kebutuhan kepada Dinas Pendidiknn Kabupaten Lembata,
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 28 NeC 2023
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